PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT

Jin. Nipah No.S1 Telp(0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841
c-mail : bawasda@sumbarprov.go.id

PERJANIIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama ¢ H. ERIZAL, SH
Jabatan : Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : IRWAN PRAYITNO
Jabatan :  Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Februari 2017

PIHAK PERTAMA,
v
H.E L, SH

NIP. 19570925.198312.1.001




PERJANJIAN KINERJA

OPD : INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT
Tahun Anggaran : 2017
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya peran Inspektorat - Prosentase pengaduan masyarakat dan 100%
Provinsi dalam penyelesaian pemeriksaan dengan tujuan tertentu
pengaduan masyarakat dan yang dapat ditangani dalam waktu
pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesual standar
2 Meningkatnya ketaatan terhadap 1. Persentase OPD yang Bebas dari 88%
peraturan perundang-undangan dalam penyimpangan material
tata kelola pemerintahan daerah
2. Persentase OPD yang bebas dari
penyimpangan asset 88%
3. Persentase Rekomendasi atas temuan
hasil pemeriksaan di pemerintahan
provinsi yang dapat ditindaklanjuti 70%
3 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja - Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B 36 OPD
instansi pemerintah Provinsi Sumatera keatas
Barat
4 Meningkatnya penerapan Sistem - Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Level 2
Pengendalian Intern Pemerintah pada Interen Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat.
5 Meningkatnya pembangunan zona - OPD yang telah dikembangkan menjadi 4 OPD
integritas pada OPD Provinsi Sumatera zona integritas menuju WBK/WBBM
Barat
6 Meningkatnya Penilaian Mandiri - Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Skor 56
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Barat
NO. PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
(2) (b) (c) (d)
1. Program Implementasi Pengaduan Rp. 200,114,400,- APBD
Masyarakat
2. Program Peningkatan Fungsi Rp. 7,139,085,118,- APBD
Pengawasan dan Penegakan Hukum.
JUMLAH Rp. 7,339,199,518,-
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